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201
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MAHKAMAH AGUNG




REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran 12019

Kementerian/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja Eselon | : 04 - Ditjen Badan Peradilan Agama
Bulan : Oktober (Kumulatif)

NOMENKELATUR ALOKASI
KOMPONEN SATUAN e ANGGARAN FISIK A STATUS PELAKSANAAN
TOTAL

1 1053.005.001.051 600  Jam 30,000,000 @ 23,272,500 77.58 % 78.00 % 77.79 %  Pelaksanaan | Proses Pelaksanaan Pos
Jasa Konsultan Layanan Layanan Bantuan Hukum untuk bulan
Bantuan Hukum Juni 2019 telah dilaksanakan
namun belum memenuhi target
Jam layanan

2 1053.004.001.051 100 | Perkara 28,800,000 @ 28,800,000 | 100.00 % 100 = 100.00 % 100.00 % = Selesai Pelaksanaan penyelesaian
Biaya Penyelesaian Perkara perkara diluar gedung unti
diluar Gedung Peradilan bulan Oktober 2019

3 1053.003.001.051 50 Perkara 12,500,000 12,500,000 & 100.00 % 50 @ 100.00 % 100.00 % = Selesai Tidak ada pelaksanaan untuk
Bantuan Pembebasan Biaya bantuan pembebasan biaya
perkara

perkara karena sudah selesai



REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

e T ———

1053.005.001.051 600 | Jam Layanan | Waktu, Tidak Ada Masalah, Tidak ada permasalahan dalam Proses Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum untuk
Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum Y bulan Juni 2019 namun belum memenuhi target Jam layanan
1053.004.001.051 ' N .

2 Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung 100 @ Perkara Lokasi, Tidak Ada Masalah, Waktu, T'd?(k adgllpermasdalahan (t:ilakl)arln regll(ltsasl dgglpgel(?ksatn?ahn p(lenyglesalan
peradilan perkara diluar gedung unti bulan Oktober an telah selesai
1053.003.001.051 Waktu, Tidak Ada Masalah, Penerima | Tidak ada permasalahan dan tidak ada pelaksanaan untuk bantuan

. 50 Perkara . ;
Bantuan Pembebasan Biaya perkara Manfaat, pembebasan biaya perkara karena sudah selesai
Mengetahui,

Kepala Unit / Satuan Kerja PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

[masih kosong]
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